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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

RINCIAN JENIS PELAYANAN PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rincian Jenis Pelayanan Publik; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 

 

 

 

 

 
SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN JENIS 

PELAYANAN PUBLIK. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

Pasal 2 

Jenis Pelayanan Publik meliputi: 

a. pelayanan barang publik; 

b. pelayanan jasa publik; dan 

c. pelayanan administratif. 

 

Pasal 3 

(1) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf a, meliputi pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh 

masyarakat.  

(2) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;  

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber 

dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau badan 

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 

seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang 

dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi 

Pemerintah Daerah, yang ditetapkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Pasal 4 

(1) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, meliputi pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.  

(2) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;  

b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha 

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

dan  

c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

Daerah, tetapi ketersediaannya menjadi misi 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 

(1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf c, meliputi pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. 

(2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  
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a. tindakan administratif Pemerintah Daerah dalam 

rangka mewujudkan perlindungan pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 

masyarakat; dan  

b. tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah 

Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diselenggarakan dengan prinsip layanan prima 

dan menjunjung tinggi kode etik layanan.  

 

Pasal 6 

Rincian jenis Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  

 

Pasal 7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 6 Februari 2024 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 
ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 6 Februari 2024 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 
 

BENY SUHARSONO 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 7  
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